LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI

CIMAMHI

NOMOR : 111 TAHUN : 2010 SERI: E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang
memberikan manfaat untuk

mewujudkan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat dalam segala

bidang;
b. bahwa dalam menghadapi
ketidakseimbangan antara

ketersediaan air yang cenderung



menurun dan kebutuhan air yang
semakin meningkat sejalan dengan
perkembangan pembangunan di Kota
Cimahi, air tanah wajib dikelola dengan
memperhatikan fungsi sosial,
lingkungan hidup dan ekonomi secara
selaras;

. bahwa air tanah merupakan sumber
daya alam yang harus dimanfaatkan
secara bijaksana sehingga terpelihara
kelestarian fungsinya;

. bahwa pemanfaatan air tanah yang
semakin meningkat berpotensi
menimbulkan dampak negatif apabila
tidak dilakukan kegiatan pengendalian;

. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2003 sudah tidak sesuai
dengan tuntutan perkembangan
keadaan dan perubahan dalam
kehidupan masyarakat sehingga perlu
diganti dengan Peraturan Daerah yang
baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d dan huruf e
perlu untuk menetapkan Peraturan
Daerah Kota Cimahi tentang
Pengelolaan Air tanah;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001
tentang Pembentukan Kota Cimahi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4116);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali



terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara



10.

11.

12.

13.

Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian  Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah  Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang



